
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

a. bahwa dalam rangka penerapan sistem keuangan 
Pemerintah Daerah yang transparan, efektif dan 
efisien, dan terintegrasi guna mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik maka perlu 
menetapkan Bagan Akun Standar; 

b. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan 
akuntansi berbasis akrual di lingkungan Pemerintah 
Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 92 
Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 
tentang Bagan Akun Standar sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman dan perkembangan 
regulasi sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagan Akun 
Standar; 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5156); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 

daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang 
disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR. Menetapkan 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 
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8. Entitas . Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna 
Anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

9. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 
satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 
keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas 
hasilnya. 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan­ 
LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, 
sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

12. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban 
dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

13. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan 
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan 
dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional 
dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 
dengan periode sebelumnya. 

14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE 
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan 
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, 
koreksi dan ekuitas akhir. 

15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan 
informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 
pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, 
SiLPA/SiKPA, koreksi dan Saldo Anggaran LebihAkhir. 
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16. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 

17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat 
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos 
yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK 
dalam rangka pengungkapan yang mamadai. 

18. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 
Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah 
Daerah. 

19. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

20. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. 

21. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai 
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 
aset atau timbulnya kewajiban. 

22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

23. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 
dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat serta dapat diukur . dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan 
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
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Pasal 3 
(1) BAS dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam 

proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan 
Akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas: 
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; 
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; 
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; 
d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek; 
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rindian objek; dan 
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek. 

(2) Penyusunan BAS digunakan dalam tahapan penganggaran, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 
dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan 
sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan ditinjau 
berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan 
keuangan yakni: 
a. Neraca, dengan klasifikasi dan kodefikasi rekening meliputi: 

1. Aset dengan kode 1; 
2. Kewajiban dengan kode 2;dan 
3. Ekuitas dengan kode 3. 

BAB II 
BAGAN AKUN STANDAR 

Pasal 2 
BAS merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas 
Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan 
kodefikasi akun yang digunakan dalam pencatatan transaksi pada 
buku jumal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada 
neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. 

24. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya 
ekonomi Pemerintah Daerah. 

25. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah 
Daerah. 
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BAB III 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 92 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 4 
(1) Pemutakhiran BAS dilakukan dengan melakukan verifikasi dan 

validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/ atau 
nomenklatur. 

(2) Pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

b. LRA, dengan klasifikasi dan kodefikasi rekening meliputi: 
1. Pendapatan dengan kode 4; 
2. Belanja dengan kode S;dan 
3. Pembiayaan dengan kode 6. 

c. LO, dengan klasifikasi dan kodefikasi rekening meliputi: 
1. Pendapatan-LO dengan kode 7;dan 
2. Behan dengan kode 8. 

(3) Berdasarkan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
analisis artikulasi Neraca, LRA, LO dan sumber informasi 
transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder 
ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun 
laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya 
seluruh penyajian dalam Neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK 
diungkapkan dalam CaLK. 

(4) Ketentuan mengenai BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 5 Mei 2025 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Oaerah Kabupaten Jepara. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

- 8 - 



KodeAlcun 

~ 
-~ 8. 

'iS Uraian Alcun 0 u 

i 8 Ol .!l4 ~ ~~ 
.9 '5 II) ·o . 

"B ~ 
.c . .,.... 

II) = .c :,ii ""' 0 (/) 0 
Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari kegiatan non operasional lainnya 
yang seat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala 
daerah mene.enai kebiiakan akuntansi. 

8 3 03 02 Defiait Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO 
8 3 03 02 01 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO 
8 3 03 02 01 0001 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek-LO 

Digunakan untuk mencatat selisih kurang dari pelepasan investasi jangka pendek 
yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala 
daerah mene.enai kebiiakan akuntansi. 

8 3 03 03 Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi 
8 3 03 03 01 Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi 
8 3 03 03 01 0001 Defisit Non Operasional-Penurunan Nilai Investasi 
8 4 BEBAN LUAR BIASA 

Dl.gunakan untuk mencatat kenaikan atau penurunan ekuitas akibat peristiwa luar 
biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak 
diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau penga.ruh 
entitas bersanakutan, 

8 4 01 Beban Luar Biasa 
8 4 01 01 Beban Tidak Terduga 
8 4 01 01 01 Beban Tidak Terduga 
8 4 01 01 01 0001 Beban Tidak Terduga 

Digunakan untuk mencatat beban tidak terduga. 
8 4 01 02 Beban Luar Biasa Lainnya 
8 4 01 02 01 Behan Luar Biasa Lainnya 
8 4 01 02 01 0001 Beban Luar Biasa Lainnya 

Digunakan untuk mencatat beban luar biasa lainnya. 


